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HAKIM VONIS DUA KORUPTOR DANA DESA GALE-GALE 2,5 TAHUN PENJARA, 

HENDAKNYA JERA 

 

 

Ambon.antaranews 

 

Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ambon menjatuhkan vonis 2,5 tahun 

penjara terhadap Salim Wally dan Mardin, dua Terdakwa Kasus Tindak Pidana Korupsi Dana 

Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Gale-Gale, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), 

Tahun Anggaran 2015-2016. "Menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah 

melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," kata 

Ketua Majelis Hakim Ronny Felix Wuisan didampingi Jenny Tulak dan Bernard Panjaitan selaku 

Hakim Anggota di Ambon, Kamis (07/10).  

Dalam amar keputusannya, majelis hakim juga menghukum kedua terdakwa membayar 

denda Rp50 juta subsider tiga bulan kurungan serta uang pengganti Rp50 juta subsider satu bulan 

kurungan. Adapun hal yang memberatkan terdakwa dihukum penjara karena tidak sanggup 

mengembalikan kerugian keuangan negara, selama menjabat sebagai kepala desa administratif 

Gale-Gale Tahun 2015 dan 2016 tidak melibatkan saniri negeri (Badan Permusyawaratan Desa) 

dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa/Negeri.  

Dalam mengelola DD dan ADD, para terdakwa tidak mempedomani Peraturan Menteri 

Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Keuangan Desa, dan 

Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Keuangan Desa/Negeri 

Administratif. Para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam membangun desa 

dengan penggunaan DD-ADD sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta 

Peraturan Pemerintah terkait. Sedangkan yang meringankan adalah terdakwa bersikap sopan dan 

mengakui serta menyesali perbuatannya. Para terdakwa juga memiliki tanggungan keluarga serta 

belum pernah dihukum.  
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Keputusan majelis hakim lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Asmin 

Hamja dan Rian Lopulalan selama empat tahun penjara, denda Rp50 juta subsider satu bulan 

kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp360 juta subsider tiga bulan kurungan. Dalam 

perkara ini terdapat tiga orang terdakwa. Namun, satu terdakwa lain atas nama Syawal Adjid 

diadili dalam berkas perkara yang terpisah. 

 

Sumber Berita: 

Ambon.antaranews, Hakim vonis dua koruptor Dana Desa Galegale 2,5 tahun penjara, 

hendaknya jera, 7 Oktober 2021  https://ambon.antaranews.com/berita/109481/hakim-vonis-

dua-koruptor-dana-desa-galegale-25-tahun-penjara-hendaknya-jera/pada 7 Oktober 2021]. 

 

Catatan: 

1. Berdasarkan Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis-jenis 

tindak pidana korupsi adalah: 

a. secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau 

suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; 

b. menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan 

kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan 

atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan 

keuangan negara atau perekonomian negara; 

c. memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau 

wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau 

janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut. 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1), 

menyebutkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-

undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan 

memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengatur bahwa: 

a. Pasal 1 angka 22: Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan 

barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik 

sengaja maupun lalai. 

b. Pasal 59 ayat (1): Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar 

hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku. 
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c. Pasal 59 ayat (2): Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang 

karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan 

kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian 

tersebut. 

 


